
  

 

BUPATI SAMPANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI SAMPANG 

NOMOR 34A TAHUN 2016 

kk 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2015  TENTANG 

KODE BAGAN AKUN STANDAR PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  

TAHUN ANGGARAN 2016 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA  ESA 

 

BUPATI SAMPANG, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 

Nomor 905/501/SJ Tentang Petujuk Teknis Penganggaran 

Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada APBD TA 2016, 

terdapat perubahan postur transfer dana perimbangan ke 

daerah, sehingga terdapat perubahan kode rekening pada 

penganggaran Dana Alokasi Khusus; 

b. bahwa berdasarkan hasil temuan BPK-RI terhadap audit 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2015, masih 

terdapat bebarapa ketidaksesuaian antara Kode Bagan 

Akun Standart dengan Sistem Akuntansi Pemerintah 

Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a 

dan huruf b, perlu dilakukan perubahan terhadap 

Peraturan Bupati Sampang Nomor 37 Tahun 2015 Tentang 

Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten Sampang TA 

2016, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sampang;        

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 



Nomor 47, Tambahan  Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan  Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan  Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5049); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan  Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Peubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

138,  



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan  Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);   

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20, 

Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4609); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37  Tahun 2014 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 

9. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Bupati Sampang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sampang, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Sampang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas 



Peraturan Bupati Sampang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sampang. 

11. Peraturan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang 

Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sampang 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Sampang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang 

Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sampang. 

12. Peraturan Bupati Sampang Nomor 37 Tahun 2015 Tentang 

Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten Sampang 

Tahun Anggaran 2016; 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 37 TAHUN 2015 

TENTANG BAGAN AKUN STANDAR PEMERINTAH 

KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2016 

 

Pasal I 

Merubah Peraturan Bupati Sampang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Bagan 

Akun Standar Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016 beserta 

Lampirannya sebagai berikut : 

1. Ketentuan setelah Pasal 2 ditambah 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 2A, 

sehingga Pasal 2A berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 2A 

Penyusunan APBD dan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 yang 

telah disusun sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, agar 

menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.   

 

2. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV 

diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

 

 



Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

 

     Ditetapkan di :  Sampang 

    Pada tanggal   :   28 Juli  2016                     

          

         BUPATI SAMPANG, 

 

 

               H. A. FANNAN HASIB 

 

Diundangkan di : Sampang 

Pada tanggal       : 28 Juli 2016 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG 

 

 

PUTHUT BUDI SANTOSO,SH,MSi 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19610114 198603 1 008 
 

 
Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016  Nomor  : 34A 


